GUBERNUR RIAU

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR
NOMOR :44 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DI PROVINSI RAIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum serta untuk melaksananakan Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu
menetapkan peraturan Gubernur tentang Standar
Operasional Prosedur Tahapan Persiapan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum di Provinsi Riau;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda
yang ada diatasnya ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
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Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660); :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar
pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Penertiban dan pendayagunaan Tanah
Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Tahun 2012 Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya
pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang
Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Berita Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor
1120);

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22);



22. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun
2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah
Nomor 2 Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHAPAN
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI
PROVINSI RIAU

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau.

Gubernur adalah Gubernur Riau.
Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se- Provinsi Riau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut
Kantor Wilayah BPN adalah BPN di propinsi yang dipimpin oleh Kepala
kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala BPN RI.

Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh
Kepala Kantor Pertanahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala BPN melalui kepala kantor wilayah BPN.

Pengadaan Tanah adalah Kegiatan penyediaan tanah dengan cara rofes
ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek
pengadaan tanah.

Objek Pengadaan Tanah adalah Tanah, ruang atas tanah dan Bawah
tanah, Bangunan, tananman, benda yang berkaitan dengan tanah atau
lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam
undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-
Pokok rofessi dan hak lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
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Kepentingan Umum adalah Kepentingan Bangsa, Negara dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari rofes yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Konsultasi Publik adalah Proses komunikasi dialogis dan musyawarah
antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan
kesepakatan dalam perencanaan pengedaaan tanah bagi kepentingan
umum.

Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan rofe dari pihak
yang berhak kepada rofes memalui BPN.

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Penetapan Lokasi adalah penetapan Lokasi atas lokasi pembangunan
untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur,
yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan
pengunaaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Tim Persiapan Pengadaan tanah yang selanjutnya disebut Tim persiapan
adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membantu gubernur
dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembengunan, pendataan
awal lokasi rencana pembagunan dan konsultasi rofes rencana
pembangunan.

Tim Kajian Keberatan adalah yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian
adalah Tim yang dibentuk Gubernur untuk membantu Gubernur
melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi rofess keberatan,
melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang berkeberatan,
melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya
keberatan.

Tim Verifikasi dan kajian Pendelegasian adalah tim yang dibentuk
Gubernur untuk memverifikasi dokumen perencanaan yang disampaikan
kepada gubernur dan mengkaji lebih lanjut dengan berbagai
pertimbangan, untuk selanjutnya mendelegasikan tahapan persiapan
kepada Bupati/Walikota.

Biaya perencanaan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah ang bersumber dari APBD untuk menyusun dokumen
perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan
umum.

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut
dokumen perencanaan adalah dokumen yang disusun oleh instansi yang
memerlukan tanah bersama dengan dengan instansi teknis atau dapat
dibentu oleh lembaga rofessional yang ditunjuk oleh instansi yang
memerlukan tanah yang memuat ketentuan sebagaimnana di maksud
pasal 5, 6,dan 7 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
penyelengaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum.
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Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut penilai adalah orang
perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan
rofessional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri
keuangan dan telah mendapat lisensi dari BPN untuk menghitung
nilai/harga objek pengadaan tanah.

Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari menteri
keuangan untuk memberikan jasa penilaian.

Biaya Persiapan adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung pelaksanaan tugas
tim persipan dan/atau satuan tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah
untuk pembengunan bagi kepentingan umum.

Biaya penyerahan hasil adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung tugas
pelaksanaan pengadaan Tanah dalam menyerahkan hasil pengadaaan
tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai dengan data
pengadaan tanah

Rencana Tata Ruang wilayah adalah Rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
penyelengaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan penyerahan hasil pengadaan Tanah
diselengaarakan oleh Kepala BPN selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan
Tanah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BPN
Nomor 5 Tahun 2012 Tentang petunjuk Teknis pelaksanaan pengadaan

tanah

Permohonan adalah permohonan tertulis untuk mendapatkan penetapan
Lokasi atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada
Gubernur, yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan

Instansi adalah lembaga Negara, kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan
Badan Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik Negara yang mendapat
penugasan khusus pemerintah.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Riau
sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Gubernur ini adalah dalam
rangka proses untuk menerbitkan keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh Gubernur
sesuai peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:



. Persiapan Pengadaan Tanah;

T P

Pemberitahuan rencana pembangunan;
Pendataan Lokasi;
. Konsultasi publik;
Penetapan lokasi;

Pendelegasian Penetapan Lokasi; dan

@ =0 a0

Pengumuman Penetapan Lokasi.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Segala naskah dinas yang berkaitan dengan proses tahapan persiapan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi
Riau mengacu pada tata naskah dinas pada lingkungan instansi masing-
masing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan
umum yang tidak lebih dari 1 ( satu ) hektar mengacu pada ketentuan pasal
121 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta dapat
mengacu pada Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Gubernur ini untuk menjaga keteraturan proses tahapan dan
proses administrasinya.

Pasal 6

(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan
Pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada
Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi
geografis sumber daya manusia dan pertimbangan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.

(2) Proses pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan melalui permohonan Bupati/Walikota kepada Gubernur, dan
melalui kajian dan pertimbangan yang diberikan oleh tim verifikasi dan
kajian pendelegasian yang dibentuk oleh Gubernur.



Pasal 7

Untuk kepentingan yang bersifat Strategis baik lingkup Provinsi, Nasional,
internasional ataupun Kepentingan perkotaan, Suaka, Konservasi,
Lingkungan, Cagar Budaya, Tata ruang dan lain sebagainya, Gubernur
menetapkan lokasi sebagaimana kewenangan yang diberikan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, melalui

Tim Persiapan.

Pasal 8
Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat ( 2 ) peraturan Gubernur ini,
pemerintah Kabupaten/Kota/SKPD/Instansi lainnya membuat laporan setiap

tahunnya kepada Gubernur diawal tahun anggaran dan pelaporan hasil
pelaksanaanya di akhir Tahun anggaran

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau
Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal 20 September 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIA#

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 44
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR
TANGGAL

: 44 TAHUN 2013
: 20 SEPTEMBER 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI RIAU.

PEMKAB/PEMKO
/SKPD Provinsi/
Instansi

L)

Pepcrpanianiin , TAHAPAN PERENCANAAN
ne{agg; e e Pemerintah Daerah/SKPD DOKUMEN
pertimbangan /Instansi yang Membutuhkan PERENCANAAN
teknis BPN Tanah
(2 Bln seblum e Pedoman Pasal 3-7 Perpres
habis) disertai SK 71/2012
GUBTAPLOK,
Pertimbangan
pengajuan
Perpanjangan.
Pemberitahuan Seluruh Pengadaaan
TAHAPAN PERSIAPAN termasuk Tanah Skala Kecil
Permohonan Tertulis penetapan lokasi
j Gubernur
SK GUB L - |
perpanjangan GUBERNUR VERIFIKASI KAJIAN
TAg';OK (10 Hari Kerja) |, DOKUMEN | PENDELEGASIAN
Wi PERENCANAAN (Rekomendasi
erakhir SK : .
(Formulir Pendelegasian)
@ Verifikasi)
DIDELEGASIKAN
KEPADA
BUPATI/WALIKOTA SK GUB : TIM PERSIAPAN, dan

(Mutatis Mutandis Perpres
71 Pasal 8 s/d 46)

SEKRETARIAT

-

PEMBERITAHUAN RENCANA

PEMBANGUNAN
( 20 Hari Sejak DokRencana

diterima secara Resmi )

(-

PENDATAAN AWAL
LOKASI

- Pendataan dilakukan 30 hari
sejak sosialisasi dan tatap muka
dilakukan, sejak notulen
ditandatangan

1y

Sosialisasi dan Tatap Muka :
Undangan 3 hari kerja Sebelum
pelaksanaan acara,
Hasil dituangkan dalam Notulen
Surat Pemberitahuan Lansung :
Disampaikan melalui Lurah /Kades
(20 hari SDRDR)
Bukti penyampaian dalm bentuk
tandaterima,
Surat Pemberitahuan Tidak Lansung; melalui
media cetak local/nasional 1 kali penerbitan
hari kerja, website Pemda,

Terhadap pihak yang berhak disertai
dengan bukti :

1)Pemegang hak atas tanah,

2)Pemegang hak Pengelolaan,

3) Nadzir untuk tanah wakaf,

4)Pemilik Tanah Bekas Adat,

5) Masyarakat Hukum Adat,

6) Pihak yg menguasai Tanah Negara dgn itikad
Baik,

7)Pemegang dasar penguasaan Tanah,
8)Pemilik Bangunan, Tanaman dan Benda lain.
-Dituangkan dalam daftar sementara

lokasi rencana pembangunan,

i
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KONSULTASI PUBLIK
60 hari sejak daftar sementara
ditandatangani
(SK GUB & dilampiri Peta)

41

PENETAPAN LOKASI
14 hari sejak kesepakatan
Konsultasi Publik dan prosesnya
(SK GUB & dilampiri Peta)

Minimal 14 hari
di umumkan di
kantor,
lurah/desa, kec,
kab /kota/lokasi
Diumumkan
dimedia cetak
lokal/nas ihari
kerja, website
Diumumkan 3
hari sejak
diTapLoknya

Il

- Dilakukan lebih dari 1 kali secara dialogis

- Pembangunan yang mempunyai dampak
khusus dapat melibatkan masyarakat
terkena dampak

- Hasil kesepakatan atas lokasi
dituangkan dalam berita acara,

4L

Konsultasi Publik Ulang

- (30 hari sejak tanggal berita acara
sebelumnya )

- Kesepakatan atas konsultasi publik
ulang dituangkan dalam kesepakatan,

11

PENGUMUNAN
PENETAPAN LOKASI

oy

PENYERAHAN
DOKUMEN KEPADA
PEMDA
KAB/KOTA/SKPD

Jika masih terdapat keberatan :

Instansi cq Tim Persiapan lapor Gub,

Gub membentuk Tim Kajian Keberatan,

Tim Kajian Inventarisasi masalah dlm bentuk
dokumen

Tim Kajian melakukan pertemuan dan Klarifikasi,
Tim Kajian Membuat Rekomendasi,

14 hari sejak sejak diterimanya keberatan

Surat Gub , menyatakan keberatan ditolak, lokasi
ditetapkan,

SuratGub menyatakan keberatan diterima ,
membatalkan rencana dan pindah lokasi

1l

4L

BPN

Pelaksanaan Pengadaan
Tanah

Proses Peradilan :
Mengajukan ke PTUN paling lambat 30 hari sejak
dikeluarkannya TapLok
PTUN 30 Hari memutuskan ditolak atau diterima
Paling lama 30 hari mengajukan kasasi ke MA
MA wajib memberikan putusan dalam waktu 30
hari sejak diterimanya permohonan kasasi

Untuk proses Peradilan Gub
membentuk Tim Advokasi

Perkiraan Waktu Terpendek : Paling Lama 138
hari
Waktu Terpanjang : Paling lama 302 hari

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL
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